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BAB IV 

PEMBAHASAN 

1. Konsep Ekonomi Islam Mengenai Kebijakan Pemerintah Orde Baru 

terhadap Peran Bulog 

A. Maqashid Syariah 

Sesuai dengan tugas lembaga Bulog sebagai intitusi negara di bidang 

logistic dan pangan, dari segi maqashid syariah memiliki nilai dalam 

upaya mewujudkan kemashlahatan ummat.Maslahat, yang secara bahasa 

berarti manfaat, adalah tiap-tiap sesuatu yang memberikan manfaat secara 

langsung atau melalui perantara.Hal ini dapat terwujud dengan dua cara 

yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta 

sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. Maslahat 

selalu dikaitkan dengan maqashid syariah.Di mana maqashid syariah 

ditemukan, di situ pula terdapat kemashlahatan.Dalam konteks maqashid 

syariah, Bulog memiliki andil di antaranya dalam penyelenggaraan 

program raskin (beras miskin) dan juga CBP (Cadangan Beras 

Pemerintah). 

Maqashid syariah menurut urgensinya terbagi menjadi tiga, yaitu 

dzaruriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier).96 Untuk 

memenuhinya, dilakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara lima 

aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Ketika kelimanya 

telah mampu diposisikan sebagaimana mestinya, secara otomatis 

                                                           
96Yusuf Al Qardawi, h. 59 
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kemaslahatan akan tercipta. Dalam konteks ini, Bulog memiliki peran 

dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan menjamin keterjangkauan 

bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia.Bulog di masa 

orde baru juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pasar dengan 

tujuan pengendalian harga dan mengantisipasi apabila ada kecurangan. 

Tugas pokok Bulog selain pada sector ekonomi dan pemerintahan, 

juga memiliki tanggung jawab social yang berhubungan dengan hajat 

hidup orang banyak.Tugas ini adalah pemberian beras miskin (raskin) 

untuk masyarakat kurang mampu yang telah terdata.Di masa orde baru, 

program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional secara 

lintas sector baik vertical maupun horizontal.Program raskin 

diselenggarakan guna menyediakan pangan yang layak bagi masyarakat 

kurang mampu.Jika ditinjau dari kacamata maqashid syariah dan tingkat 

urgensinya, pangan digolongkan dalam maqashid syariah tingkat pertama, 

yaitu dzaruriyat, di mana dzaruriyat adalah kepentingan yang harus dan 

mutlak dipenuhi.97 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati 

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.Masalah pangan 

disadari sebagai masalah keseharian kehidupan setiap orang ataupun 

komunitas sebagai warga bangsa di dunia ini.Karena itu, sejak berdirinya 

NKRI, UUD 1945 telah mengamanatkkan bahwa negara wajib 

                                                           
97Al Yasa’ Abubakar, h. 40 
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menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan), dan 

mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 

penduduk.98Kewajiban yang dimaksud mencakup kewajiban menjamin 

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang 

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. 

Pangan memiliki banyak fungsi yang kaitannya dengan maqashid 

syariah.Fungsi pangan di antaranya dari segi gastronomic (mengisi perut 

yang kosong), identitas budaya, fungsi religi dan magis, fungsi 

komunikasi, lambang status ekonomi, dan sebagai symbol kekuasaan dan 

kekuatan.Terpenuhinya pangan akan menjadikan masyarakat senantiasa 

siap untuk melakukan aktifitas fisik. Hal ini menjadikan tubuh dapat 

teroptimalisasi peruntukannya.Tubuh yang sehat dapat bekerja dengan 

baik. Singkatnya, maqashid syariah akan tercipta beriringan dengan 

kebutuhan pangan yang tercukupi dengan baik dan 

keterjangkauannya.Bulog melaksanakan fungsi distribusi pangan ini 

melalui aplikasi raskin dan prima logsitik. 

Selain aplikasi raskin, pencadangan beras pemerintah juga 

merupakan upaya Bulog untuk menjaga persediaan beras negara tetap 

stabil, terlebih ketika terjadi bencana alam di suatu daerah. Masyarakat 

yang tertimpa musibah akan tetap bisa menerima kiriman logistic dari 

Bulog melalui program ini. Program lain mengaplikasikan konsep 

maqashid syariah yaitu kewenangan Bulog sebagai price maker. Secara 

                                                           
98Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan – yang sudah direvisi menjadi UU 

Nomor 18 tahun 2012. 
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teori, kebijakan penetapan harga ini memang tidak diperbolehkan, karena 

harga yang adil dapat terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran.Namun dilihat dari konteks maqashid syariah, harga yang 

ditetapkan secara langsung oleh pemerintah sebagai tolak ukur dapat 

meminimalisir kecurangan yang ada di pasar.Harga-harga tidak 

mengalami kompetisi sehingga tidak memunculkan gejolak. 

Dari kebijakan intervensi harga dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Bulog, masyarakat 

secara luas dapat mengontrol pengeluaran sehingga mampu 

mempergunakan harta (al maal) miliknya dengan cukup (kaffah).Begitu 

juga dengan aplikasi raskin yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila 

kebutuhan pangan telah terpenuhi dengan baik, maka setiap manusia akan 

mampu melakukan ibadah yang lain dengan lebih baik dan sempurna. 

Oleh karena itu, dari segi maqashid syariah, Bulog memiliki andil yang 

sangat besar. Secara sistematis, peran Bulog yang sesuai dengan maqashid 

syariah di antaranya: 

1) Pengendalian harga pangan99 

2) Memenuhi kebutuhan pangan dan mutu pangan100 

3) Membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, 

gula, gandum, terigu, kedele, bungkil kedele, serta bahan pangan dan 

pakan lainnya.101 

 

                                                           
99(Keppres No.39/1978, Keppres No.50/1995, Keppres No.45/1997, Keppres No.19/1998) 
100 (Keppres No.103/1993) 
101Ibid, 
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B. Ihtikar  

Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan 

(barang-barang), atau tempat untuk menimbun.Banyak yang menyatakan 

bahwa ihtikar serupa dengan monopoli.Namun pernyataan ini kurang 

tepat.Ihtikar dalam rangka menyimpan barang untuk keperluan persediaan 

adalah hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Dalam istilah ekonomi 

disebut dengan monopoly’s rent seeking.Konsep ihtikar sebagai upaya 

menyimpan untuk persediaan sangat menonjol terjadi pada lembaga 

Bulog.Bulog melaksanakan tugas pembinaan ketersediaan, keamanan, dan 

pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, terigu, kedele, bungkil 

kedele, serta bahan pakan lainnya secara baik dan tersimpan dalam 

gudang-gudang Bulog dengan perawatan khusus.Penimbunan di sini 

dilakukan bukan dengan maksud supaya terjadi kelangkaan di pasar, 

namun sebaliknya. 

Konsep penimbunan yang dilakukan Bulog bertujuan untuk menjaga 

dan memastikan bahwa cadangan pangan Negara tersimpan dengan aman 

dan tidak akan mengalami krisis pangan apabila tiba-tiba terjadi bencana 

alam. Konsep penimbunan semacam ini adalah konsep ihtikar yang 

dihalalkan, meskipun yang ditimbun adalah bahan pangan. Seperti 

pelarangan ihtikar yang termaktub dalam hadits Rasulullah SAW, yang 

artinya: 

“orang yang melakukan ihtikar berdosa”. (HR. Muslim) 
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Namun, ada hadits lain yang menyatakan berdosa hanya kepada 

mereka yang menimbun dengan tujuan merusak harga pasar. 

“barang siapa melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar 

sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa”. (HR. ibnu 

Majah dan Ahmad) 

Dari hadits kedua dapat penulis simpulkan bahwa tidak semua 

ihtikar (kegiatan menimbun) adalah haram dan yang melakukannya 

dinilai berdosa.Bahkan sebaliknya, ada ihtikar yang dilakukan untuk 

kebaikan banyak orang dan bertujuan untuk mengendalikan harga agar 

tetap stabil.Hal inilah yang dilakukan oleh lembaga Bulog di masa Orde 

Baru.Lebih lanjut, praktik ihtikar dilarang apabila: 

1) Merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga. 

2) Berdampak pada ketidakpastian harga dan spekulan cenderung 

mengambil untung berlipat. 

3) Jika mengandung eksploitasi daya beli masyarakat.102 

C. Mekanisme Pasar 

Pada Bulog di masa Orde Baru, mekanisme pasar tidak begitu 

memiliki andil dikarenakan intervensi pemerintah melalui Bulog sangat 

besar.Harga-harga terutama untuk bahan makanan pokok telah ditentukan 

oleh pemerintah melalui kebijakan HPP.103Pada masa itu, harga 

cenderung tidak kompetitif karena secara penuh telah menjadi otoritas 

pemerintah.Oleh karena itu, harga tidak terbentuk menurut kekuatan 

                                                           
102 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro…, h. 174 
103Lebih lanjut lihat jurnal Implikasi Perubahan Status Bulog dari LPND menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) – Universitas Sumatera Utara  
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permintaan dan penawaran, melainkan dari keputusan presiden. Jika 

dilihat dari konsep mekanisme pasar islam, hal ini secara jelas tidak 

diperbolehkan. Karena, telah banyak literasi yang mengatakan bahwa 

harga yang adil akan terbentuk apabila telah tercapai kesepakatan dari 

penjual dan pembeli, atau dengan kata lain, harga mufakat.  

Selain itu, apabila melihat dari fungsi pasar sebagai instrument untuk 

menetapkan harga-harga dan melakukan pembatasan atas harga, di masa 

Orde Baru pasar kurang memiliki posisi yang strategis.Pasar di sini hanya 

berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli.Padahal 

ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu, berada 

dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada jarak di antara mereka, 

sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar 

menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang 

mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. 

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme 

pasar dalam konteks pembentukan harga tidak berperan secara dominan 

pada Bulog di masa orde baru.Namun, hal ini menurut penulis tidak 

digolongkan ke dalam bentuk distorsi pasar yang merugikan banyak 

pihak. Sekalipun di masa Orde Baru nilai demokratisasi sangat minim, 

namun pemerintah di masa Orba telah mampu memposisikan Bulog 

sebagai lembaga strategis yang memiliki tanggung jawab besar yang 

secara tidak langsung mengemban tugas yang sesuai dengan konsep 

kelembagaan hisbah dalam system pemerintahan islam. 
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D. Kelembagaan Hisbah 

Bulog di masa Orde Baru dalam konsep ekonomi islam dapat 

digolongkan sebagai lembaga Hisbah, yaitu lembaga yang berperan dalam 

pengendalian harga-harga ketika mekanisme pasar bergejolak. Dalam 

khazanah ekonomi islam, peranan hisbah telah dimainkan oleh peran 

negara dalam mengatur berjalannya mekanisme pasar. Bahwa harga yang 

berlaku di pasar harus semata-mata berdasarkan kekuatan permintaan dan 

penawaran dan terhindar dari distorsi pasar.Ketika pasar mengalami 

ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran yang 

menyebabkan harga barang-barang menjadi naik atau turun, maka 

kehadiran institusi hisbah mutlak diperlukan untuk menjamin harga stabil. 

Lembaga hisbah – pada masa Rasulullah SAW – dijalankan untuk 

memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak 

menyimpang dari nilai-nilai islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. 

Lembaga ini memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan 

memberikan sanksi administrative terhadap pelaku ekonomi yang 

melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen.Hal ini dapat 

dilakukan dengan inspeksi ke dalam pasar atau pengawasan.Dalam 

konsteks perekonomian Indonesia, bila ditinjau dari dari segi Maqashid 

Syariah, institusi Bulog memiliki fungsi dan peran sebagaimana pada 

institusi hisbah.Fungsi dan peran Bulog yang utama adalah menjamin 

tercukupinya pangan, menjaga stabilitas harga-harga di pasar dan 
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pengawasan pasar dengan berbagai kebijakannya yang diatur dalam 

undang-undang. 

Pada praktiknya di masa orde baru, fungsi pengawasan maupun 

pengendalian pasar sebagaimana yang termaktub dalam tugas dan 

wewenang lembaga hisbah, terutama dalam sector logistic dan pangan, 

dilaksanakan oleh Bulog.Intervensi pemerintah di masa orde baru sangat 

kuat demi terwujudnya keterjangkauan pangan dan ketercukupan 

kebutuhan hidup.Oleh karena itu, nilai-nlai kemaslahatan sekalipun tidak 

terlihat secara langsung namun dapat dirasakan oleh berbagai lapisan 

masyarakat.Jika dikaitkan dengan intervensi pemerintah yang aplikasinya 

hanya diperbolehkan pada keadaan yang mendesak, intervensi pemerintah 

melalui lembaga Bulog justru mencapai maksud yang menjadi tujuan 

dibentuknya lembaga ini. 

Sesuai dengan tugas utama institusi hisbah sebagai fungsi ekonomi, 

social, dan akhlak, maka kehadiran lembaha Bulog setidaknya adalah 

untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Tugas public Perum Bulog 

merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan 

Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang 

merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan 

nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas public Bulog saling 

terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan 

ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.104 

                                                           
104Inpres No. 3 tahun 2012 
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Berikut adalah ilustrasi fungsi dan peran Bulog dalam menjamin 

ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga: 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Bulog adalah lembaga yang memiliki tiga tugas 

utama.Adapun tiga tugas dan fungsi public Bulog tersebut adalah 

pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri 

dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).Kegiatan ini 

diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh 

Perum Bulog.Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras 

bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang 

diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas 

ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas 

harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan 

pangan.Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum Bulog dalam bentuk 

pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 
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2. Konsep Ekonomi Islam Mengenai Kebijakan Pemerintah Era Reformasi 

terhadap Peran Bulog 

A. Maqashid Syariah 

Serupa dengan peran Bulog di masa Orde baru, Bulog di era 

reformasi juga memiliki sisi kemaslahatan yang sama. Aplikasi raskin 

yang terus dipertahankan baik di masa Orde Baru maupun di era 

reformasi merupakan aplikasi yang sangat dominan dengan konsep 

maqashid syariah.Hal-hal yang diperbolehkan undang-undang dilakukan 

oleh Bulog untuk memperoleh stok beras guna tetap menyalurkan raskin 

kepada masyarakat yang membutuhkan.Selain raskin, Bulog di era 

reformasi juga melaksanakan tugas penyediaan cadangan beras 

pemerintah yang diperuntukkan baik ketika keadaan darurat (bencana) 

maupun untuk menyuplai beras ke daerah lain di Indonesia supaya terjadi 

pemerataan. 

Peran Bulog di era reformasi yang sesuai dengan maqashid syariah 

adalah: 

1) Manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan 

pengendalian harga beras.105 

2) Pengadaan beras dan penyaluran beras. 

B. Ihtikar  

Konsep dan aplikasi ihtikar (penimbunan) baik pada Bulog di masa 

Orde Baru maupun di era reformasi hampir tidak memiliki 

                                                           
105Keppres No.29/2000 
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perbedaan.Sama-sama menyimpan persediaan gabah/beras pemerintah 

yang bertujuan untuk memastikan persediaan cadangan pangan negara 

yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tetap terjaga dengan 

baik.Perbedaan yang dominan adalah dari segi apa yang disimpan. Di era 

reformasi, Bulog hanya memiliki tugas untuk menangani kebijakan 

perberasan sesuai dengan undang-undang.Di masa ini, Bulog juga tidak 

memiliki wewenang untuk melakukan intervensi harga sebagaimana 

ketika rezim Orde Baru. 

Tugas yang baru-baru ini dimandatkan lagi kepada Bulog adalah 

optimalisasi penyerapan gabah beras langsung dari petani untuk 

cadangan pangan pemerintah.Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga 

pilar-pilar ketahanan pangan sehingga mampu mencapai kedaulatan 

pangan. Gabah/beras yang telah diserap dari petani akan disimpan dalam 

gudang dan diberi perawatan khusus. Di samping itu, beras dengan 

kualitas premium akan dijual secara komersiil dengan tujuan 

memperoleh laba melalui Bulog Mart. 

C. Mekanisme Pasar 

Yang paling dominan terlihat dari peran Bulog era reformasi adalah 

demokratisasi dan mekanisme pasar.Pada era ini, Bulog tidak lagi 

menjadi price maker. Secara teoritis, fungsi ini dinilai lebih islami karena 

harga yang adil akan terbentuk sesuai kekuatan penawaran dan 

permintaan. Namun, sebagaimana konsep intervensi pasar menurut 

kaidah islam, sector pertanian tidak bisa benar-benar diserahkan kepada 
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mekanisme pasar secara bebas. Karena, jika hal ini dilakukan, akan 

menguntungkan satu pihak di luar petani produsen dan konsumen akhir, 

yaitu distributor, tengkulak, pedagang besar, dan sebagainya. 

Konsep harga yang adil sebagaimana dijelaskan di bab 2, bertujuan 

untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, Bulog di era reformasi juga sangat dominan dengan gudang-

gudang yang difungsikan untuk menyimpan gabah atau beras 

(ihtikar).Ihtikar, yang pada hakikatnya adalah penimbunan, hokum 

murninya adalah haram dilakukan. Hal ini dikarenakan apabila ihtikar 

dilakukan oleh salah satu pihak, akan menimbulkan kemudharatan pada 

pihak lain, terutama masyarakat. Namun, ihtikar yang dilakukan oleh 

Bulog adalah pengecualian. 

Aplikasi ihtikar pada lembaga Bulog dilakukan guna menyimpan 

gabah/beras cadangan pemerintah. Selain itu, beras/gabah yang ada 

dalam gudang Bulog juga disimpan untuk persediaan apabila terjadi 

bencana alam di suatu daerah. Jika ditelaah, tidak ada tujuan monopoli 

yang mengarah pada penyimpangan dan bisa berakibat pada kelangkaan 

maupun ketimpangan dalam pasar. Untuk itu, konsep ihtikar dalam 

Bulog di era reformasi dapat dikategorikan sebagai konsep yang syariah 

dan diperbolehkan. 

D. Kelembagaan Hisbah 

Ditinjau dari segi bentuk kelembagaan, Bulog pada era reformasi 

adalah perusahaan umum (perum) dimana permodalannya berasal dari 
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pemerintah diakumulasikan dengan keuangan kas Bulog secara pribadi. 

Bulog sebagai perum juga diharuskan untuk menghasilkan laba melalui 

sector usaha yang digelutinya, di antaranya adalah beras komersial, 

Bulog Mart, Jasa Prima Logistik (JPLogistik), dan lain sebagainya. 

Apabila memperoleh laba, laba secara agregat akan masuk pada kas 

negara. Namun, apabila Bulog menderita kerugian, maka sama dengan 

merugikan negara. 

Bulog di era reformasi belum memenuhi persyaratan untuk 

digolongkan sebagai institusi hisbah. Pada era ini, fungsi Bulog banyak 

mengalami pemangkasan, dari sebagai penentu harga, kini hanya sebagai 

instrument yang dipakai pemerintah untuk melakukan tugas-tugas yang 

dimandatkan melalui keputusan presiden maupun surat tugas. Dari yang 

semula melakukan fungsi pengawasan, namun fungsi itu kini telah 

diemban oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang 

dibentuk untuk memenuhi amanat undang-undang.106 

3. Analisis Komparasi Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran Bulog 

Masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi 

Bulog dalam tata pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang 

bergerak di bidang hasil pertanian, khususnya perberasan. Secara teoritis, 

sector pertanian umumnya dan perberasan khususnya pada dasarnya tidak 

dapat diserahkan pada mekanisme pasar bebas karena akan merugikan petani 

produsen. Jika melihat dari riwayat rezim politik yang bertahta di Indonesia, 

                                                           
106Undang-undang No. 5 tahun 1999. 
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baik orde baru maupun era reformasi, demokratisasi perberasan banyak 

merugikan kepentingan petani produsen dan konsumen miskin, tidak terlepas 

dari dominasi elemen-elemen kekuatan oligarki politik peninggalan rezim 

orde baru yang diuntungkan oleh kebijakan liberalisasi, yakni pedagang, 

distributor beras, importer/konglomerat, birokrat, teknokrat, dan politisi-

politisi parpol yang mendapat dukungan IMF, World Bank, dan negara barat. 

Intervensi pemerintah yang kuat terhadap produk sector pertanian 

sangat diperlukan. Pada umumnya, di negara-negara demokrasi dan industry 

maju, sector pertanian diperlakukan secara khusus karena adanya 

pertimbangan-pertimbangan strategis dan social. Mereka melakukan 

intervensi dalam sector pertanian untuk mengatur produksi dan perdagangan 

komoditi pertanian. Justifikasi intervensi pemerintah berdasarkan pada 

prinsip bahwa suatu struktur kelembagaan akan menggerakkan sector 

pertanian sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki jika dibandingkan 

dengan aplikasi pasar bebas.  

Dari kajian yang dilakukan penulis melalui berbagai literasi, didapati 

bahwa Bulog hanya berperan secara signifikan dalam stabilisasi harga gabah 

pada periode isolasi pasar masa orde baru, tapi tidak berperan secara 

signifikan dalam stabilisasi harga, baik pada periode isolasi pasar, “pasar 

bebas” masa reformasi, maupun pada pasar terbuka terkendali. Ditinjau 

berdasarkan perkembangan tingkat stabilitas harga gabah dan beras, tingkat 

kestabilan harga pada level konsumen lebih tinggi daripada tingkat kestabilan 
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harga pada tingkat petani baik pada saat kepemimpinan orde baru maupun 

masa kepemimpinan reformasi. 

Kebijakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen sebagai alat 

untuk mengendalikan inflasi. Bulog hanya berperan dalam stabilisasi harga 

gabah di tingkat petani produsen dalam masa pemerintahan orde baru. Begitu 

juga, kebijakan operasi pasar (pembelian gabah di tingkat petani) hanya 

efektif dijalankan pemerintahan orba. Sedangkan pada masa pemerintahan 

reformasi, Bulog tidak efektif dalam melakukan stabilisasi harga gabah di 

tingkat petani produsen. Ini menunjukkan bahwa lambat laun dari masa ke 

masa, peran Bulog mengalami penurunan sehingga berpengaruh juga pada 

citra perusahaan di mata masyarakat. 

Terlepas dari semua itu, islam memandang peran Bulog dari masa orde 

baru dan reformasi memiliki nilai-nilai syariah tersendiri. Intervensi 

pemerintah yang dominan di masa orde baru merupakan hal yang boleh 

dilakukan ketika dalam keadaan darurat (terjadi ketidaksempurnaan pasar) 

dan hanya dengan tujuan kemashlahatan. Apabila keadaan yang 

menjadikannya halal dilakukan telah usai, maka intervensi pemerintah juga 

harus dihentikan. Hal ini hampir sama dengan konsep ekonomi islam 

terhadap peran Bulog di era reformasi, dimana harga-harga diserahkan pada 

mekanisme pasar bebas. 

Mekanisme pasar memang dinilai lebih efektif dan mashlahat daripada 

intervensi pemerintah secara keseluruhan. Namun, peran pemerintah juga 

tetap dibutuhkan apabila mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan 
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permasalahannya. Dalam era reformasi, peran pemerintah melalui Bulog 

dinilai sangat minim dan kurang memiliki pengaruh jangka panjang terhadap 

komoditas maupun harga-harga. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan 

operasi pasar yang hanya berlangsung secara incidental dalam rangka 

mengendalikan harga yang bergejolak di pasar. 

Secara teoritis, mekanisme pasar yang baik adalah yang tidak ada 

ketimpangan di dalamnya, sehingga akan tercipta perfect market yang akan 

mampu mewujudkan keseimbangan pasar. Jika dilihat dari peran Bulog 

dalam mekanisme pasar di era reformasi, memang tidak ditemukan monopoli 

yang dilakukan oleh pemerintah secara signifikan. Intervensi hanya dilakukan 

pemerintah melalui Bulog dengan menyelenggarakan operasi pasar ketika 

harga-harga mulai mengalami gejolak. Kasus monopoli justru banyak 

dijumpai di pihak selain pemerintah. Hal ini banyak terjadi pada distributor. 

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, distributor akan membeli 

gabah/beras dengan harga murah kepada petani produsen, dan menjualnya 

dengan harga yang tinggi kepada konsumen akhir. 

Berikut adalah table analisis konsep peran Bulog di masa orde baru dan 

reformasi ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 

No. Konsep Ekonomi Islam Orde baru Reformasi Keterangan 

1. Maqashid Syariah √ √ Keduanya 

mengandung konsep 

maqashid syariah 

dalam penerapan 

raskin dan cadangan 
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beras pemerintah. 

2. Ihtikar √ √ Keduanya 

menerapkan aplikasi 

ihtikar (penimbunan) 

yang dihalalkan 

menurut islam, yakni 

pada system 

persediaan cadangan 

beras pemerintah di 

gudang. 

3. Mekanisme Pasar - √ Hanya era reformasi 

yang menerapkan 

konsep mekanisme 

pasar terhadap peran 

Bulog. Sedangkan 

pada masa orde baru, 

intervensi pemerintah 

menjadi hal yang 

paling dominan. 

4. Lembaga Hisbah √ - Penerapan konsep 

Bulog sebagai 

lembaga hisbah hanya 

dalam pemerintahan 

islam hanya menonjol 

di masa orde baru. Di 

masa reformasi, tugas 

lembagatelah 

diparsialkan. Seperti 

halnya fungsi 

legislative yang 
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dipegang oleh DPR, 

eksekutif oleh 

presiden beserta 

kabinetnya, dan 

yudikatif oleh 

mahkamah agung, 

KPPU, dan lain-lain. 

 

Peran Bulog dari masa ke masa, yaitu dari masa orde baru ke reformasi 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat 

pada masa orde baru di antaranya kekuatan pemerintah yang mampu 

menjadikan Bulog sebagai lembaga price maker. Kelebihan ini berdampak 

positif pada masyarakat konsumen secara agregat karena harga-harga tidak 

mengalami fluktuasi yang signifikan. Namun, kelebihan ini tidak serta merta 

berdampak positif bagi lapisan masyarakat yang lain, yaitu petani produsen. 

Harga yang ditetapkan pemerintah menjadikan pasar tidak kompetitif, dan 

harga cenderung berkutat pada nilai yang rendah di kalangan petani. 

Sementara itu, kelebihan yang paling dominan ada pada era reformasi 

adalah kecenderungan harga yang bersifat kompetitif, di mana harga 

sepenuhnya diserahkan ke pasar. Berbeda dengan masa orde baru, pihak yang 

dilihat paling memiliki keuntungan adalah pihak perantara (distributor). 

Keuntungan maksimal dapat diperoleh pada fase di mana beras diserap oleh 

distributor dan kemudian disalurkan ke pasar. Di pasar bersaing sempurna, 

demand yang dihadapi masing-masing produsen adalah individual demand107, 

                                                           
107 Adiwarman A. Karim, Sejarah…, h. 291 
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hal inilah yang menyebabkan Bulog hanya dapat bertindak sebagai price 

taker (mengikuti harga pasar). 

Berbeda dengan kebijakan harga perberasan di masa orde baru. 

Sekalipun di era reformasi juga diberlakukan Harga Pembelian Pemerintah 

(HPP), namun kebijakan ini kurang memiliki ketangguhan sebagaimana masa 

orde baru. Di masa orde baru, harga beras telah ditetapkan oleh pemerintah, 

dan kebijakan impor serta penyaluran maupun pengawasan, semua 

dimandatkan kepada Bulog. Hal ini dinilai dapat menekan ketimpangan yang 

terjadi di lapisan masyarakat paling bawah, baik di kalangan petani produsen, 

maupun konsumen. Tinjauan teoritis mengenai pelarangan penetapan harga 

yang berhujjah pada hadits Rasulullah SAW mengenai penetapan harga yang 

artinya: 

“sesungguhnya Allah Dzat yang maha menetapkan harga, yang maha 

memegang, yang maha melepas, dan yang memberikan rizqi. Aku 

sangat berharap bisa bertemu Allah tanpa seorangpun dari kalian yang 

menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta”. 

(Diriwayatkan dari Anas RA) 

Hadits di atas secara tersirat maupun tersurat memberikan kesimpulan 

bahwa harga adalah kekuasaan Allah SWT, dan Rasulullah SAW tidak ingin 

menetapkan harga sekalipun telah diminta. Dari hadits di atas, secara tidak 

langsung menyiratkan bahwa mekanisme pasar dinilai lebih baik dari 

intervensi pemerintah. Namun, dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh 

penulis dari berbagai sumber, mekanisme pasar juga banyak memiliki 
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kekurangan dan rawan terjadi kecurangan. Untuk itu, penulis cenderung 

untuk berpihak pada intervensi pemerintah. Pendapat ini didukung dengan 

ayat al Quran yang termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 59 dan Al-Maidah 

ayat 49, yang artinya: 

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan 

lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ [4] : 59)108 

 

“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti 

keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai 

mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang 

telah diturunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan 

sebagian dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah 

orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah [5] : 49) 

Kedua ayat Al Quran di atas, menurut penulis, dapat menjadi dasar 

hukum diberlakukannya intervensi pemerintah secara legal. Dengan catatan 

                                                           
108Lebih lanjut lihat QS. An Nisa [4] : 59 dan QS. Al Maidah [5] : 49 
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bahwa, pemerintah yang berdaulat adalah mereka yang berkomitmen kepada 

Al Quran dan perintah Allah SWT serta RasulNya, yang memimpin dengan 

tujuan ridha Allah SWT dan kemaslahatan ummat. Intervensi pemerintah 

boleh dilakukan apabila keadaan mendesak, lebih luas lagi, intervensi 

pemerintah boleh selalu dilakukan apabila dengan tujuan kebaikan dan bukan 

kefasikan. 

Melalui Bulog, pemerintah bisa melakukan fungsi pengawasan pasar, 

pengendalian harga, pendistribusian logistik, penyimpanan gabah/beras, 

penyerapan gabah/beras, dan pemerataan kesejahteraan manusia melalui 

tugas yang diamanatkan sesuai dengan undang-undang. Diharapkan, Bulog di 

masa yang akan datang bukan hanya menjadi instrument pemerintah dalam 

rangka intervensi harga secara incidental, namun dapat difungsikan 

sebagaimana lembaga hisbah dalam penerapan tujuan kemashlahatan ummat.  

 

 

 


